BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 747, 2020 KEMENHAN. Pengadaan Alat. Peralatan
Pertahanan dan Keamanan. Pelaksanaan.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN
ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan
Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian
Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia terdapat
beberapa hal belum diatur dalam pelaksanaan
pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan,
sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan
Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan

Tentara Nasional Indonesia;
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Mengingat

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4169);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4439);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri
Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5343);

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang
Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat
Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5596);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang Syarat
dan Tata Cara Pengadaan Alpalhankam Produk Industri
Pertahanan dengan Kontrak Jangka Panjang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2015
tentang Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Ofset
dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan
Keamanan dari Luar Negeri (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2086);
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Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat
Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia di
Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara
Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2089);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/ 2016
tentang Pembebasan Bea  Masuk Atas Impor
Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan
Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan
Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang
yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan
Keamanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1894) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
164/PMK.04 /2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan,
Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk
Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang
Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang
Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1425);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/ 2018
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja
Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan
Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1512);

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019
tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan
Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian
Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 407);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN ALAT
PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat
Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 407),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang
selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat
perlengkapan untuk mendukung pertahanan
negara.

2. Pengadaan Alpalhankam adalah kegiatan Pengadaan
Alpalhankam oleh Kementerian Pertahanan atau
Tentara Nasional Indonesia yang dibiayai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
prosesnya sejak pra persiapan pengadaan, sampai
dengan serah terima hasil pekerjaan.

3. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya
disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI
Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut

Kemhan adalah kementerian yang
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menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertahanan.

Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut,
dan Angkatan Udara.

Commonality adalah kesamaan karakteristik sesuai
dengan keperluan operasional maupun
pemeliharaan yang melekat pada Alpalhankam.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran pertahanan dalam hal ini adalah Menteri
Pertahanan.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran Kemhan dan TNIL

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran  anggaran
belanja/anggaran belanja daerah.

Direktif Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disebut Direktif PA adalah petunjuk tertulis dari PA
tentang pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam yang
bersifat umum maupun khusus untuk kegiatan
Pengadaan Alpalhankam tertentu sesuai dengan
kebutuhan, untuk pelaksanaan strategi pertahanan.
Embargo adalah pelarangan perniagaan dan
perdagangan secara parsial atau lengkap dengan
negara tertentu.

Industri Pertahanan Nasional adalah industri
nasional yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara
dan Badan Usaha Milik Swasta baik secara sendiri
maupun berkelompok yang ditetapkan oleh
pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya

menghasilkan alat peralatan pertahanan dan
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